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Bahwa 17 tujuan sebagaimana tersebut di atas juga menjadi tujuan 
negara Indonesia sejak Indonesia merdeka. 
Pemerintahan saat ini merangkumnya dalam Program NAWACITA 



FUNGSI PARA PIHAK 

DPR Legislasi Budgeting Pengawasan 

Pemerintah Pelayanan Pengaturan Pembangunan Pemberdayaan 

NGO/CSO Perubahan 
Sosial 

Advokasi Kontrol Sosial 
Pengembangan 

Sosial 

Swasta Pengembangan 
Usaha 

Lapangan Kerja 
Perekonomian 

Nasional 
Penerimaan 

Negara (Pajak) 



PERAN KPK 

1. Secara umum, peran dan fungsi KPK untuk 
memastikan bahwa DPR dapat 
melaksanakan fungsi-fungsi utamanya 
(Legislasi, Budgeting, dan Pengawasan) 
secara efektif dan maksimal dalam rangka 
mencapai tujuan SDGs yang relevan dan 
yang secara umum juga adalah tujuan 
negara. 

2. KPK telah dan terus melakukan berbagai 
koordinasi dan supervisi dengan berbagai 
stakeholder (Pemerintah, DPR, CSO, dan 
Swasta), melakukan kajian terhadap 
beberapa sektor strategis baik yang 
menyangkut hajat hidup orang banyak 
maupun yang berpengaruh signifikan 
terhadap perekonomian nasional 

Koordinasi 

Supervisi 

Monitoring 

Kajian 



TUJUAN2 SDGs YANG RELEVAN 
DENGAN PROGRAM KPK 

Terdapat beberapa tujuan dalam SDGs yang relevan dengan tugas dan program KPK 
(Kajian dan Korsup) yang dapat ditindaklanjuti dengan melakukan koordinasi dan 
monitor terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPR, antara lain: 

1. Masalah kemiskinan (No Poverty) 

2. Sektor Pangan (No Hunger) 

3. Sektor Kesehatan (Good Health) 

4. Pendidikan (Quality Education) 

5. Sumber Daya Air (Clean Water & Sanitation) 

6. Sektor Energi (Affordable & Clean Energy) 

7. Pelayanan Publik & Penerimaan Negara (Decent Work & Economic Growth) 

8. Sektor Infrastruktur (Industry, Innovation, and Infrastructure) 

 

 



KAJIAN-KAJIAN KPK (2005-2016) 

Sejak tahun 2005, KPK (khususnya Dit. Litbang) telah melakukan dan 
menghasilkan setidaknya 113 buah penelitian dan kajian yang terkait 
secara langsung atau tidak langsung dengan pencapaian tujuan SDGs, 
dengan rincian: 

• Penelitian/Pengukuran (Rutin Tahunan) : 9 Hasil Penelitian 

• Penelitian (Tema Tertentu)   : 24 Hasil Penelitian 

• Kajian Sistem     : 52 Hasil Kajian 

• Kajian Kebijakan     : 28 Hasil Kajian 

Seluruh kajian sistem menghasilkan rekomendasi dan ditindaklanjuti 
dengan rencana aksi yang pelaksanaannya dipantau oleh Litbang 
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